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ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama Bagaimanakah Penegakan
hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang
dilarang impor di Kota Pekanbaru? Kedua Bagaimanakah hambatan dalam
Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan
barang dilarang impor di Kota Pekanbaru? Ketiga Bagaimanakah upaya mengatasi
hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang
dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru? Tujuan dari
penelitian ini adalah: Pertama Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap
pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40
tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota
Pekanbaru. Kedua Untuk mengetahui apa hambatan dalam Penegakan hukum
terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di
Kota Pekanbaru. Ketiga Untuk mengetahui upaya mengatasi Penegakan hukum
terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di
Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan
(observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil yang dicapai
dalam penelitian ini bahwa Penegakan Hukum terhadap Pengimpor pakaian bekas
berdasarkan Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru belum
berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan, seperti luasnya
daerah perairan di Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada
di Kota Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat
pendukung seperti kapal. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan
Sumber daya manusia yang terlatih, menambah sarana dan prasarana dalam
melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada
masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Menteri Perdagangan, Barang
Dilarang Ekspor dan Impor, Pakaian Bekas.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) setelah Amandemen.! Ketentuan Pasal diatas merupakan landasan
konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum,
hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Untuk dapat
dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu sendiri harus diterapkan, ditaati
dan juga dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara
yang aman, tentram, dan damai sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya barang yang berasal
dari suatu negara untuk negara lain. Peraturan untuk mengelola pelabuhan yang
berdaulat, secara transparan, aman, dan tidak membeda-bedakan terhadap
perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi
politis yang positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.? Dalam rangka
operasional pelabuhan, negara yang diwakili oleh Pemerintah yang berwenang

membuat dan melaksanakan aturan berkaitan dengan kegiatan pengiriman dan

! Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
Amandemen

2 Nirmala,PenguatanPerandanFungsiPelabuhan,dalam, https://businesslaw.binus.ac/2017/03/3
1/ penguatan-peran-danfungsi-pelabuhan/ , diakses pada tanggal 25 November 2023



penerimaan barang dari luar negeri yang disebut dengan kegiatan ekspor dan
impor.

Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang
yang ilegal. Barang yang diimpor secara legal memenuhi kriteria barang impor
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang
yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di
suatu negara. Barang impor legal yang dikirim oleh suatu negara ke negara
tertentu telah melewati pemeriksaan dan jarang mengakibatkan permasalahan
hukum karena menggunakan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut
dengan SOP) dalam pengirimannya dengan memperhatikan ketentuan hukum
yang berlaku, sebaliknya barang impor ilegal akan selalu menimbulkan
permasalahan hukum pada proses hingga distribusinya karena melanggar
ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal ini
berupa penyelundupan barang. Penyelundupan barang yang dilakukan melalui
jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki
melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur
udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan
sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti
pakaian bekas.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat
dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat

cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus mengetahui



tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan
mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa
adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang
menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Bisnis ini tumbuh dengan cepat di Indonesia khususnya di daerah-daerah
strategis pinggir perkotaan. Pakaian-pakaian tersebut dibandrol dengan harga yang
sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian branded. Apabila dibandingkan
dengan brand serupa yang ada di outlet resmi dengan yang dijual di pasaran
pakaian bekas impor sangatlah berbeda jauh selisih harganya.®

Saat ini kegiatan jual beli pakaian bekas impor tidak hanya terjadi di pasar
saja, akan tetapi di sejumlah pertokoan pun menjadi tempat kegiatan jual beli.
Kebanyakan pertokoan menjual berbagai jenis pakaian seperti pakaian baru,
maupun pakaian yang telah digunakan lalu dijual kembali atau dengan kata lain
pakaian bekas. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan masyarakat untuk
tampil modis

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan
pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan
penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan
pemasukan keuangan negara yang cukup besar.® Kerugian negara akibat dari

penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Tindakan

® Atika indriyaningsih marfuah, Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee
Menurut Hukum Islam, skripsi llmu Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2022, him.3.

* Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2013, him. 2.



penyelundupan pakaian bekas bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar
dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku apabila dibiarkan
begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena
barang yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.
Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, tetapi
masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan pakaian bekas. Apabila
importasi pakaian bekas ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan berdampak
sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang sering dijadikan target dari
penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam
memberantas penyelundupan. Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam
mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar dari provinsi
Riau mempunyai tugas yang vital. Masalah yang sering terjadi sampai saat ini
adalah penyelundupan pakaian-pakaian bekas impor ilegal dari luar negeri yang
sering merugikan negara, karena dalain kegiatan memasukan pakain bekas
tersebut dilakukan secara ilegal. artinya segala macam bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan izin dari dinas Bea dan Cukai
sehingga semua pakaian-pakain bekas yang dimasukkan ke wilayah daratan Riau
tanpa membayar bea masuk. Dengan adanya permasalahan ini sangat penting
mengetahui peranan dari bea dan cukai Kota Pekanbaru dalam melakukan
penegakan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor agar dapat diselesaikan

dengan menggunakan kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara.



Berdaarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik
untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan dalam bentuk
skripsi yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas Berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang

Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022
tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota
Pekanbaru

2. Apakah hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian
bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022
tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota
Pekanbaru

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum
terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan

barang dilarang impor di Kota Pekanbaru



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a)

b)

Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian
bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun
2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di
Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui apa hambatan dalam Penegakan hukum terhadap
pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor
dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui upaya mengatasi Penegakan hukum terhadap
pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor

dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian.

a)

Bagi penulis

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan
tentunya tidak terlepas dari menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan dalam ilmu hukum khususnya dalam  mengatasi

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.



b) untuk civitas akademi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning, penelitian ini untuk memberi pandangan dan
wawasan baru bagi mahasiswa lain.

c) Untuk menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam

mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk penerapan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Hukum adalah kekuasaan yang
mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat
pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua bagian
yaitu: Hukum privat (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan orang
yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan
orang-perorangan, sedangkan Hukum publik (Negara) yaitu hukum yang
mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan
antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri
terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan
Hukum Internasional

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan
suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang
mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu

keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana

> CST Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka.
1989). HIm. 35.



hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi
tindakan-tindakan tersebut.® Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan
narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai
penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera,
tertib, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan
suatu bangsa, sehingga untuk itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha
menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor
pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional
jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual.”

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.® Kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.’ Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau

penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

®Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana
Indonesia), (Jakarta, Gramedia Pustaka 2003), him. 56.

7 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan, Gramedia
Pustaka, Jakarta, 1991, him 1.

® Sudikno Mertokusumo, Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,1993),
him 1.

® Ibid, him.2.



penegakkan hukum harus memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat. Unsur
yang ketiga adalah keadilan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya
dituntut harus bersikap adil.

Penegakkan hukum jika ditinjau dari fungsi hukum, maka penegakan hukum
dapat diartikan secara luas meliputi penegakan hukum dibidang hukum pidana,
hukum perdata dan hukum administrasi Negara. Pengertian hukum yang
ditegaskan disini jika dihubungkan secara sistematis adalah terutama hukum
tertulis dan tidak tertulis, sehingga dengan sendirinya juga termasuk penegakan
hukum.*®

Dalam rangka mengurangi tindak pidana impor pakaian bekas yang banyak
berkembang di Indonesia ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Berkaitan dengan penegakan hukum. Hukum pidana yang perlu yang

dikaji ulang, dalam rangka mengantisipasi berkembangnya kejahatan ini

2. Penegakan hukum yang bersih. Penegakan hukum, seperti polisi, jaksa,

hakim, dan juga pejabat yang lain harus dipersiapkan dalam menghadapi
kejahatan ini. Mereka adalah orang-orang yang rawan terhadap suap.

3. Waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat

4. Menjalin kerja sama dengan Negara lain di bidang penanggulangan

kejahatan

5. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini, didasari atau tidak,

turut serta memberi peluang berkembangnya kejahatan terorganisasi

1% satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung :Sinar Bandung, 1983), him. 24.



Adapun yang menjadi kerangka teori pada pengkajian skripsi ini diambil pada
pendekatan perundang-undangan (statute approach) pada Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan menteri
perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang
dilarang impor.

Dan didalam pasal 1 ayat 1 “Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang
Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dimana
pada lampiran Il nomor 4 ditegaskan larangan yang berjenis Kantong bekas,
Karung beras, dan Pakaian bekas.

Berikutnya, hasil dari penganalisisan dan penyimpulan termasuk pengolahan
akan membuahkan keterangan yang tertuang dalam sistem komputerisasi

1. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan,

membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun
istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu "consumer”, atau
dalam bahasa Belanda yaitu "consument”.**Konsumen pada umumnya
diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada
mereka oleh peng, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk

dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.*?

! Celina, Hukum Perlindungan konsumen (Jakarta: Sinar Grafika 2008), him. 22.

12 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2010), him. 17.



2.

Ekspor adalah Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara
mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan
memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan
jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara
barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.’®
Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan
barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi
ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang
dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-
barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah
salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui
perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan
perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain,
selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

Impor Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan
barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan
mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan

barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara

13 Adrian Sutedi. Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Him.

7.

4 Marolop Tandjung, Aspek dan Prosedur Ekspor — Impor, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

him. 139.



lain. *® Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti
melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua
perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda, dan pastinya juga
peraturan serta bertindak sebagai supplier, dan satunya bertindak sebagai
negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri
sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan
valuta asing. '

4. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang
lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain
berdasarkan tata cara atau akad tertentu atau persetujuan saling mengikat
antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli
sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.*’

5. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Provinsi Riau.

E. Metode penelitian
Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka peneliti mengambil
beberapa metode penelitian sebagai berikut:
1. jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan
penelitian yang bertujuan untuk memperdalam kajian penelitian langsung

mengumpulkan data di lokasi penelitian.

' Susilo, dan Andi, Buku Pintar Ekspor — Impor, (Trans Media Pustaka, 2008), him. 101.

18 Astuti Purnamawati, Dasar-Dasar Ekspor Impor, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013),
him. 13.

Y7 Jagokata.com,”Arti kata Jual Beli Menurut KBBI 2015”https://jagokata.com/arti-
kata/jual+beli.html, diakses pada tanggal 25 November 2023


https://jagokata.com/arti-kata/jual+beli.html
https://jagokata.com/arti-kata/jual+beli.html

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

1)

2)

3)

4)

Kepala bagian Bea Cukai kota Pekanbaru 1 orang

Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan kota
Pekanbaru 1 orang

Bintara Unit Si Sidik Sub Direktorat Penegak hukum(Gakkum)
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara 10 orang

Anggota DPRD fraksi PDIP Kota Pekanbaru 1 orang

b. Sampel

1)

2)

3)

4)

Kepala bagian Bea Cukai kota Pekanbaru 1 orang

Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan kota
Pekanbaru 1 orang

Bintara Unit Si Sidik Sub Direktorat Penegak hukum(Gakkum)
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara 2 orang

Anggota DPRD fraksi PDIP Kota Pekanbaru 1 orang



Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No Jenis populasi Jumlah Jumlah Persentasi
populasi sampel

1  Kepala bagian Bea dan 1 1 100%
Cukai Kota Pekanbaru

2 Kepala bagian dinas 1 1 100%
perindustrian dan
perdagangan kota
Pekanbaru

3 Bintara unit si sidik 10 2 20%
subdit gakkum
direktorat  kepolisian
perairan dan udara

4  Anggota DPRD fraksi 1 1 100%

PDIP Kota Pekanbaru

Sumber : Data primer diolah Tahun 2024

4. Sumber data

Dalam penelitian ini data bersumber dari data primer. Data tersebut

terbagi atas:

a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan.

b. Data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur dan

peraturan perundang-undangan.

c. Data tersier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer

dan sekunder berupa kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Data yang diambil dengan melakukan observasi ke lokasi



b. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan mengadakan proses tanya jawab
kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang
sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh
keterangan guna mencapai tujuan tertentu terhadap Penegakan
hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022
tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Dengan  melakukan  pencarian data berupa dokumen
keperpustakaan dan tempat penelitian terkait dengan objek penelitian
yang dilakukan dengan mengumpulkan analisis berdasarkan literatur-
literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti

6. Analisis Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan analisis kualitatif,
dimana data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau
matematika atau sejenis, namun cukup menguraikan secara deskriptif
(narasi) dari data yang diperoleh.

Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode
berpikir deduktif dimana cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan
dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang

bersifat khusus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru
Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang
barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Belum dilaksanakan
dengan baik dikarenakan pelaku-pelaku pengimpor pakaian bekas masih
banyak melakukan tindakan penyelundupan ke daerah atau wilayah Kota
Pekanbaru. Sehingga pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan
hukum dengan penyidikan dan pelimpahan berkas kepada pihak yang
berwenang, ikut melakukan pemusnahan dan pembakaran barang bukti,
dan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal 102 undang-
undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang
nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

2. Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di
Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40
tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor
adalah banyaknya modus pelaku yang dilakukan sehingga sulit diketahui
oleh para petugas, masih tingginya tingkat keinginan masyarakat untuk
berpenampilan modis yang menyebabkan pelaku pengimpor masih banyak
melakukan tindak pidana penyelundupan, luasnya daerah perairan di

Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kota
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Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat
pendukung seperti kapal.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor
pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri
perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan
barang dilarang impor, dimana dari setiap instansi yang berwenang
melakukan penegakan hukum agar lebih meningkatkan Sumber daya
manusia yang terlatih, menambah sarana dan prasarana dalam melakukan
tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada

masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya instansi-instansi yang berwenang seperti Bea dan Cukai, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian dan Direktorat Kepolisian Perairan dan
Udara dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta
lebih meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan pengimpor pakaian
bekas di kota Pekanbaru

2. Melakukan upaya penyelidikan, patroli, penindakan terhadap terjadinya
penyelundupan barang ilegal dengan waktu berkala secara rutin untuk
mencegah terjadinya penyelundupan dengan menggunakan sarana dan

prasarana yang ada



3. Setidaknya pemerintah memberikan solusi yang tepat terhadap masyarakat
yang melakukan penyelundupan pakaian bekas seperti memberikan
penyuluhan mengenai penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 40
tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor
sehingga memberi kesadaran bagi masyarakat yang melakukan
penyelundupan pakaian bekas untuk menjalankan aturan yang telah dibuat

oleh Pemerintah.
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. Undang-undang.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 setelah Amandemen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia”. Badan
Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 2 Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016 Tentang Masjid
Paripurna Kota Pekanbaru

Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan

Umum Dibidang Impor
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Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Lampiran 1l Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang
ekspor dan barang dilarang impor

Pasal 3 dan pasal 6 Permendagri Nomor 18 tahun 2021 tentang barang
dilarang ekspor dan barang dilarang impor junto pasal 51 ayat (1)

dan pasal 112 ayat (2) undang-undang perdagangan



